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1. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ADAPTIF TERHADAP PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI DAN INDUSTRI

Haiyani Rumondang, Agusmidah, Yuli Adiratna

Peran pengawas ketenagakerjaan (wasnaker) dapat mendukung kepastian kerja
dan kepastian berusaha sekaligus, “Semaju apapun peraturan perundang undangan
ketenagakerjaan suatu negara terancam menjadi tak lebih dari sekedar barisan kata-kata
mati bila tidak ada sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk menegakannya.”
(Direktur Jenderal Konferensi Perburuhan Internasional tahun 1985) [Fadjri, 2017].

Sejak mulainya pengawasan bagi tenaga kerja di tahun 1833 oleh Pemerintah
Inggris untuk mengawasi jam kerja yang Panjang, lalu berkembang pada tahun 1919,
lewat Perjanjian Internasional Versailles dinyatakan bahwa sangat penting: “Setiap
negara harus membuat ketentuan untuk sistem pengawasan untuk memastikan pene-
gakan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan orang yang dipekerjakan.” Di
beberapa negara maju dalam dekade-dekade terakhir, sistem pengawasan ketena-
gakerjaan telah menjadi lebih baik dan lebih banyak anggaran tersedia, dan kontribusi
nyatanya dalam memperbaiki kondisi kerja juga telah secara luas diakui di tingkat
nasional dan internasional (ILO, tthn).

Globalisasi telah membawa banyak perubahan iklim kerja di berbagai perusahaan.
Negara sangat membutuhkan investasi seiring meningkatnya kebutuhan menciptakan
lapangan kerja, termasuk Indonesia. Tanpa pengawasan ketenagakerjaan yang
profesional maka akan terjadi ketimpangan yang akan memunculkan banyak
perselisihan di tempat kerja, tentunya jika di negara mampu menekan angka perselisihan
maka investor akan tertarik, sebaliknya jika angka perselisihan tinggi menjadi rapor
buruk atas lingkungan kerja yang tidak kondusif. Itulah sebabnya fungsi pengawasan
preventif-edukatif harus dikedepankan, daripada fungsi refresif.

Peraturan peraturan yang berlaku dan menjadi acuan bagi tugas pengawas
ketenagakerjaan di Indonesia adalah:

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh
Indonesia.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

¢. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

d. Undang-Undang No 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 81,
Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce.

e. Peraturan Presiden No 21 Tahun 2020 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
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Konsiderans menimbang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 disebutkan
bahwa untuk mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan
perburuhan pada khususnya dan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan tentang
soal-soal perburuhan pada umumnya, perlu disempurnakan aturan-aturan tentang
pengawasan perburuhan. Lebih lanjut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun
1948 tersebut ditegaskan mengenai tujuan diadakannya pengawasan ketenagakerjaan
untuk:

a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada
khususnya;

b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan
keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang
dan peraturan-peraturan perburuhan;

c. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-
undang atau peraturan-peraturan lainnya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 dijelaskan bahwa
Pengawasan Perburuhan (Ketenagakerjaan) adalah suatu institut yang sangat penting
dalam penyelenggaraan undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan
(ketenagakerjaan). Pengawasan Ketenagakerjaan tidak hanya untuk mengawasi
berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan jalan
memberi penerangan kepada pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan
pengusaha. Secara tegas juga dijelaskan bahwa jikalau perlu pengawas ketenagakerjaan
dapat mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman oleh undang-undang atau peraturan-
peraturan ketenagakerjaan tersebut. Selain itu juga Pengawas Ketenagakerjaan juga
harus mengetahui dan menyelami tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat akan
adanya undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah dalam suatu hal, dan
selanjutnya untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan, agar dapat mengadakan
undang-undang atau peraturan-peraturan yang setepat-tepatnya.

Maksud Pengawasan Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang yang
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1951
dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan asset perekonomian tersebut dapat
berjalan dengan lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak
mengalami hambatan- hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Anis, 2017).

Lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
mencabut UU Pengawasan Perburuhan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
tersebut disebutkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna
menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. Lebih lanjut
dalam pasal 182 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan kewenangan
untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara
luas dan sempit. Secara luas pengawasan ketenagakerjaan adalah segala tindakan dan
perbuatan yang tujuannya untuk mengawasi pelaksanaan kesehatan kerja, keamanan
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kerja, pelaksanaan peraturan perlindungan kerja seperti waktu kerja, waktu istirahat, K3
dan sebagainya, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, pemerintah, asosiasi pengusaha,
serikat pekerja/burun dan sebagainya. Dalam pengertian sempit pengawasan
ketenagakerjaan adalah tugas yang diemban oleh instansi ketenagakerjaan untuk
menjamin dilaksanakannya peraturan perlindungan kerja, dalam hal ini petugas
pengawas ketenagakerjaan.

Persamaan keduanya adalah bahwa pengawasan bukanlah alat perlindungan
melainkan lebih sebagai cara untuk menjamin pelaksanaan peraturan perlindungan.
Tahun 1948 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pengawasan Tenaga kerja
yaitu UU 23/1948 jo. UU 3/1951. Pengawasan ketenagakerjaan dalam UU ini lebih luas
lagi, bukan hanya mengontrol implementasi aturan-aturan ketenagakerjaan tetapi juga
untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan para pekerja sebagai
dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan yang baru.

Pada hakikatnya berdasarkan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, bahwa keberadaan
pengawasan ketenagakerjaan secara kesisteman berfungsi untuk:

a. menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan
pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan dengan
jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan
pekerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang
ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan.

b. memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja
mengenai cara yang paling efektif untuk menaati ketentuan hukum.

c. memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam
ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1
Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia (ILO, 2021)

Bukan wewsnang
Pengawas, ketenagakerjaan,
d

(Pusat: DitjervDaeraf;: Bidang)

Objek
Pengawasan

m Pegawai Pengawa

BIRO
HUKUM PERATURAN

BARU

Peraturan diawasi Pengawas Ketenagekerjaan
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Bagan tersebut menggambarkan mengenai obyek pengawasan ketenagakerjaan yang
meliputi Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengawas
ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau pemberi kerja adalah untuk memastikan
melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mempekerjakan
pekerja/buruh. Pengawasan terhadap pekerja/buruh juga dilakukan untuk memastikan
bahwa pekerja/buruh melaksanakan syarat kerja yang telah dibuat dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan juga mematuhi syarat
keselamatan dan Kesehatan kerja pada waktu melaksanakan pekerjaannya.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dalam
penerapan norma-norma ketenagakerjaan mulai sebelum bekerja, selama bekerja dan
sesudah bekerja. Pengawas ketenagakerjaan juga melakukan kegiatan pemeriksaan
untuk memastikan pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi
ketenagakerjaan. Dalam pemeriksaan apabila ditemukan peralatan kerja, bahan ataupun
lingkungan kerja yang diindikasikan tidak memenuhi peryaratan keselamatan dan
kesehatan kerja, maka dilanjutkan dengan pengujian untuk memastikan agar tidak
terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya apabila dalam
pemeriksaan ditemukan ketidapatuhan yang memiliki sanksi pidana maka dapat
dilakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS). Dalam hal ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan hanya memiliki sanksi administrasi, maka pengawas ketenagakerjaan
dapat merekomendasikan pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat yang
berwenang.

Pada prinsipnya pengawas ketenagakerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab
melakukan penegakan hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan baik yang memiliki sanksi maupun tidak. Dalam pelaksanaan
pemeriksaan, pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan yang
memuat temuan pemeriksaan, peraturan yang dilanggar dan perintah perbaikan atas
pelanggaran yang terjadi dalam batas waktu tertentu. Pengawas ketenagakerjaan juga
diberikan ruang untuk menyampaikan rekomendasi penanganan permasalahan
ketenagakerjaan yang yang terjadi, seperti rekomendasi pengenaan sanksi administrasi
atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan melalui
mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, ditemukan
permasalahan di perusahaan/tempat kerja tetapi belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan, maka pengawas dapat menyampaikan masukan
kepada Biro Hukum untuk menyusun atau mengubah peraturan perundang-undangan
baru yang dapat mengakomodir kebutuhan lapangan. Hal ini sesuai dengan fungsi
sistem pengawasan ketenagakerjaan, selalin melakukan penegakan hukum
ketenagakerjaan juga mengumpulkan bahan-bahan keterangan untuk menyusun atau
memperbaiki peraturan perundang-undangan maupun kebijakan ketenagakerjaan.

Pengawas ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan fungsi publik (negara)
untuk menjamin pemenuhan hak dasar ketenagakerjaan bagi pengsuaha dan pekerja.
Secara umum pengawasan memiliki dua bentuk, yaitu:
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1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya
penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan, dan sebelum suatu
pekerjaan dilaksanakan dengan memberi pedoman-pedoman pelaksanaan.

2. Pengawasan Represif, yakni Pengawasan yang dilakukan sesudah rencana
dilaksanakan, dengan kata lain berkenaan dengan hasil-hasil yang dicapai,
dinilai/diukur, jadi pengawasan ini dilakukan setelah adanya kesalahan atau
penyimpangan.

Meperhatikan hal diatas, dapat dikatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan
merupakan gabungan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan preventif
edukatif (pembinaan), represif non yustisial dan represif yustisial. Penindakan
hukum merupakan langkah terakhir atau ultimum remidium dalam proses
penegakan hukum ketenagakerjaan.

Berdasarkan Bab VII Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat Unit Kerja
Eselon I Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang memiliki Unit Kerja Eselon Il yaitu Direktorat Bina Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan,
Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan
Penguji K3. Perubahan struktur organisasi ini dimaksudkan untuk perbaikan bisnis
proses Pengawasan Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan pelindungan
ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja. Antar direktorat sebagai sebuah sistem
yang saling terkait dan interdepedensi dalam memberikan pelayanan pelindungan
ketenagakerjaan.

Konsepnya bahwa pengawasan ketenagakerjaan harus dimulai dari perencanaan
dan pengembangan metoda-metoda baru sesuai kebutuhan kekinian dalam
melaksanakan  pengawasan  ketenagakerjaan  sebagai  wujud  pengawasan
ketenagakerjaan yang responsive terhadap perubahan. Perencanaan dan pengembangan
metode pengawasan ketenagakerjaan sebagai acuan pelaksanaan pembinaan
ketenagakerjaan, pemeriksaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pengujian K3 dan
juga penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan hasil
pengawasan ketenagakerjaan, maka dibentuk unit kerja khusus yang menangani
kelembagaan K3 dan juga SDM pengawas ketenagakerjaan dan juga penguji K3.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang kepada pegawai
pengawas ketenagakerjaan untuk menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Memasuki semua tempat di mana dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah
yang disewakan atau dipergunakan oleh pengusaha atau wakilnya untuk
perumahan atau perawatan tenaga kerja;

2. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengawas atau pengurus
dan atau tenaga kerja atau serikat pekerja tanpa dihadiri pihak ketiga;

3. Menjaga, membantu dan memerintahkan pengusaha atau pengurus perusahaan
dan pekerja agar mentaati peraturan perundangan ketenagakerjaan;
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Memberikan  peringatan/teguran  terhadap  penyimpangan  peraturan
perundangan ketenagakerjaan;

Melakukan pengujian teknik persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan yang belum jelas dan/atau belum diatur
dalam peraturan perundangan.

Meminta bantuan polisi bila ditolak memasuki perusahaan atau pihak yang
dipanggil tidak memenuhi panggilan;

Memanggil pengusaha dan pekerja serta pihak lain yang terkait;

Melarang pemakaian bahan, alat, cara kerja, lingkungan kerja yang
membahayakan K3;

10. Melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS).

Selain wewenang yang diberikan oleh pertauran perundang-undangan tersebut,

pengawas ketenagakerjaan juga diberikan kewajiban untuk merahasiakan segala
keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan yang didapatnya
berhubung dengan jabatannya.

Mekanisme Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan dalam tugasnya mengawasi berlakunya aturan

ketenagakerjaan secara umum dan menyeluruh maupun untuk mengumpulkan bahan-
bahan yang diperlukan untuk kajian pembuatan peraturan ketenagakerjaan di masa yang
akan datang dilakukan melalui mekanisme operasional (Khakim, A., 2014), yang
meliputi:

6

1) Preventif edukatif
Merupakan kegiatan pengawas dengan cara melakukan pembinaan secara lang-
sung ke lapangan baik terhadap pengusaha maupun tenaga kerja. Pembinaan
yang dilakukan diarahkan agar pengusaha dan pekerja dapat mengetahui,
memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta bagaimana
melaksanakan peraturan tersebut. Pembinaan dapat dilaksanakan dengan
mengadakan penyuluhan-penyuluhan di perusahaan, menyebarluaskan
peraturan (melalui brosur-brosur misalnya), memberi penjelasan terhadap
pekerja atau pengusaha yang datng berkonsultasi ke unit kerja pengawasan
ketanagakerjaan, memberikan penjelasan-penjelasan/petunjuk-petunjuk pada
waktu melakukan pemeriksaan di perusahaan dan tempat kerja.
2) Represif Non-yustisial

Dilakukan setelah pembinaan dan penyuluhan dilakukan akan tetapi masih
timbul pelanggaran. Di sini petugas pengawas yang menemukan adanya
pelanggaran tersebut memberikan peringatan tertulis berupa nota peme-
riksaan yang isinya berupa peringatan. Dilakukan setelah pembinaan dan
penyuluhan dilakukan akan tetapi masih timbul pelanggaran. Di sini petugas
pengawas yang menemukan adanya pelanggaran tersebut memberikan
peringatan tertulis berupa nota pemeriksaan yang isinya berupa
peringatan. Nota peringatan ini harus memenuhi syarat-syarat (Agusmidah,
2001) sebagai berikut:

a) Ada dasar hukum, artinya ada peraturan yang sungguh-sungguh telah di-

langgar oleh perusahaan.
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b) Adatenggang waktu dalam hal ini antara pemberian peringatan dengan
pelaksanaan yang diharuskan memiliki jangka waktu yang wajar untuk
pengusaha mempersiapkan segala sesuatunya Jangka waktu diberikan
dengan mengingat berat ringannya pelanggaran. Jika pelanggaran
dalam kategori pelanggaran berat maka jangka waktu bisa agak lama,
sebaliknyu untuk pelanggaran ringan biasanya diberikan jangka waktu
yang lebih singkat.

¢) Pengusaha wajib melaporkan Pelaksanaannya kepada Dinas tenaga
kerja setempat

Jika peringatan tidak diindahkan akan ada tindak lanjut dari dinas yang
memeriksa, yaitu diberi peringatan yang kedua sampai dengan yang ketiga.
Jika setelah peringatan ketiga pengusaha tetap tidak menjalankan kewa-
jibannya maka diambil langkah ketiga yaitu Refresif yustisial:

3) Represif Yustisial

Pegawai pengawas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
Kerja untuk mengawasi ketentuan-ketentuan ketenegakerjaan Dengan demikian
pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Tenaga
Kerja. Dalam masalah ketenagakerjaan pegawai Pengawas juga memiliki
wewenang sebagai Penyidik.

Kedudukan pegawai pengawas perburuhan sebagai penyidik pegawai
negeri sipil dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 4-
18PWA.07.03 Thn 1983. Dalam kedudukamya sebagai penyidik
pegawai negeri sipil, pegawai pengawas perburuhan dapat menerima
pengaduan dari buruh tentang pelanggaran peraturan perburuhan oleh
majikan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, yakni dengan
melimpahkan perkara, yang dimaksud ke Penuntut Umum dan
selanjutnya dituntut di muka Pengadilan. Oleh karenanya pula pegawai
pengawas perburuhan ini dapat dipraperadilankan, apabila melakukan
penghentian penyidikan, secara berlawanan dengan KUHAP.

Tugas Penyidikan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan oleh Petugas
Pengawas

Data Kementerian jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan menunjuk-
kan penurunan dalam dua tahun terakhir (2019—2020. Pada 2019 sebanyak 21 ribu
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan di 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu
perusahaan. Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi
35 ribu kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2020, turun menjadi 21 ribu.
Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Tahun 2019 sebanyak 13
ribu kasus kemudian turun menjadi 5 ribu kasus di tahun 2020. Keterangan Menteri
Tenaga Kerja menyebutkan bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non-yustisia,
maupun represif yustisia. Alhasil hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja. Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk
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tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan
ketenagakerjaan di masa depan (Kemnaker, n.d.).

Teknik dan Metode Wasnaker mempengaruhi efektivitas pengawasan, selain
kondisi ketenagakerjaan yang ada dan pengaruh kondisi lingkungan strategis ketenaga-
kerjaan yang berkembang dinamis dan kompleks berpengaruh pada suatu daerah

provinsi,

memiliki konsekuensi bagaimana SOP, NSPK, SOTK dan IPK penyeleng-

garaan pengawas ketenagakerjaan disusun efektif, rasional, aplikabel dan terukur,
sehingga apapun kondisinya, fungsi pengawas ketenagakerjaan berjalan optimal (Fadjri,

2017).

Secara ringkas mekanisme di atas dapat diterangkan sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)

€)

Pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak
pidana ketenagakerjaan yang terjadi.

Pengawas ketenagakerjaan memberikan peringatan berupa nota pemerik-
saan.

Pengawas ketenagakerjaan memastikan pelaksanaan nota pemeriksaan yang
telah dikeluarkan.

Apabila Nota Pemeriksaan tidak dilaksanakan setelah diberikan peringatan
terakhir, pengawas ketenagakerjaan membuat laporan terjadinya dugaan
tindak pidana ketenagakerjaan.

Atas laporan tersebut penyidik membuat laporan kejadian untuk dilakukan
penyidikan terhadap pelanggaran pidana.

Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan selanjutnya akan dilaksana-
kan sebagai berikut:

a.

b.
C.
d.

@ ALUR PENANGANAN TIPID NAKER

Tindakan Repressive Justice (Pro Justitia) merupakan langkah terakhir dari
proses penegakan hukum ketenagakerjaan (ultimum remidium).

Dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya
Proses pengawasan ketenagakerjaan sudah dilakukan secara maksimal
Harus didukung dengan administrasi yang baik dan benar sesuai ketentuan

Gambar 1
Alur Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
(Adiratna, 2021)

Penerimaan

(oo e

« Laporan Terjadinya

dugaan Tindak » Pemeriksaan
Pidana untuk

Ketenagakerjaan mengumpulkan
alat bukti
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Contoh pidana ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kluster
Ketenagakerjaan yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
memuat sanksi pidana antara lain Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun
2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja termasuk dalam kejahatan: “Pengusaha
dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. “Barang siapa melanggar
ketentuan membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.” Contoh lain Undang-Undang yang
memuat sanksi pidana dan kategori perbuatan kejahatan adalah Pasal 28 Undang-
Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yaitu:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi peng-

urus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau

tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menu-
runkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”

Apabila pengusaha terbukti melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka pengawas
ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil melakukan tindakan penyidikan
setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pemeberian nota pemeriksaan dengan
mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme atau alurnya
dapat dijelaskan pada gambar 2 diatas.

Dalam pelaksanaannya, Pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik PPNS masih
dianggap belum mampu melakukan tugas dan fungsinya secara optimal, tentu saja
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memaksimalkan fungsi pengawas.

Contoh kasus: Serikat Pekerja melaporkan pelanggaran pembayaran upah di
bawah upah minimum oleh PT PMS, ada 8 (delapan) anggotanya bekerja di perusahaan
tersebut dibayar dengan upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi Sulawesi
Selatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi
Selatan langsung melakukan pemeriksaan awal, setelah melakukan pemeriksaan dan
Pengawas Ketenagakerjaan menemukan adanya pelanggaran maka Pengawas Ketena-
gakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan 1 (nota 1). Setelah nota 1 keluar dan per-
usahaan belum melakukan pembayaran dan atau membuat kesepakatan dengan buruh
atau serikatnya terkait kekurangan upah yang belum terbayarkan, kemudian Pengawas
Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan 2 (nota 2). Setelah Nota Pemeriksaan
2 dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan perusahaan belum juga melakukan
pembayaran kekurangan upah maka di sinilah mulai timbul masalah di mana setelah
Nota Pemeriksaan 2 tidak ada lagi tindak lanjut dari Pengawas Ketenagakerjaan di mana
hal ini tentu saja membuat buruh dan serikatnya kecewa, karena hak yang mereka
tuntut belum terpenuhi (Ahmadi Rahmat, 2022).
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Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan ialah serangkaian tindakan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan
tersangkanya. Definisi umum penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengum-
pulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan
tersangkanya.

Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan Berbasis Internet of Things (1oT)

Ombudsman sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah yang turut
mengawasi pelaksanaan pengawasan publik juga mengeluarkan rilis terkait kinerja
pengawas ketenagakerjaan. Bagi Ombudsman terjadi paradoks dalam pelaksanaan
reformasi Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pernyataan Ombudsman tentang
paradoks layanan wasnaker perlu dicermati sebagai sebuah bentuk perhatian agar
wasnaker semakin baik dalam memberi layanan publik. Lingkup pelayanan publik di
bidang ketenagakerjaan sangat luas, sedang di sisi lain adanya masalah klasik seperti
keterbatasan pengawas, anggaran yang terbatas sampai perusahaan yang jumlahnya
sangat banyak dan (ini yang menjadi paradoks) bahwa penegakan hasil pengawasan
akan dikuatirkan menimbulkan dampak PHK pada pekerja) seringkali menjadi alasan
yang mempengaruhi kualitas pelayanan pengawasan ketenagakerjaan (Ombudsman,
2021).

Sejumlah alasan klasik hambatan pengawasan tersebut seyogyanya dapat di atasi
dengan memanfaatkan kemajuan ipteks dan berkembangnya dunia industri yang saat ini
menerapkan 10T. Saat ini industri berbasis 10T juga didukung dengan perkembangan
mikrokontroller yang pesat. Konsep 10T tidak hanya untuk industri yang besar, maupun
industri kecil dan rumahan dikarenakan biaya rancang bangun yang murah (Rumondang,
2021). Industri berbasis 10T telah membawa perubahan besar di dalam Ketenagakerjaan,
baik dalam pola hubungan kerja, sistem kerja, jenis kerja, dan sebaiknya juga mencakup
cara kerja pengawasan. Untuk itu dibutuhkan penguatan skill Sumber Daya Manusia
(SDM) hingga kesiapan regulasi (Rumondang, 2021).

Catatan Kiritis

I. Reformasi layanan pengawasan ketenagakerjaan

Layanan pengawasan ketenagakerjaan harus diarahkan pada perubahan yang

lebih baik, di mana memuat hal-hal berikut:

a. Ketegasan. Ada banyak hal yang membuat pengawas ketenagakerjaan cen-
derung tidak tegas dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, dari sisi
regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Permen 33/2016) menjelaskan
bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui
tahapan preventif edukatif, represif non-yustisial dan represif yustisial.
Sangat sulit diukur efektivitasnya karena seringkali tahapan yang dilalui
cenderung preventif edukatif (pembinaan, penasihatan teknis, dan pendam-
pingan) dan represif non-yustisial (Nota Pemeriksaan atau surat pernyataan
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kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan).
Pendekatan pembinaan yang bersifat konseling harus di kedepankan, tentu
pembinaan saja tidak akan cukup sebab akan mempengaruhi kualitas
layanan pengawasan ketenagakerjaan seperti waktu penyelesaian yang akan
semakin panjang.

b. Penindakan berimbas pada hubungan industrial dan perekonomian namun
tidak boleh meminimalkan pengawasan. Upah minimum, jaminan kecela-
kaan kerja, jaminan kesehatan dan uang lembur adalah masalah hubungan
industrial yang sering muncul. Isu seperti upah minimum saja polemiknya
banyak sekali bahkan diyakini masih sangat banyak pengusaha yang peng-
upahannya tidak sesuai dengan ketentuan. Penegakan sanksi selama ini
dilawankan dengan stabilitas usaha seolah Nota Pemeriksaan akan ber-
dampak pada banyaknya pekerja yang diberhentikan, penutupan perusahaan,
pemidanaan bagi pengusaha dan lain sebagainya. Harus ada praktik baik di
mana penegakan hukum berjalan sesuai aturan, sehingga pengusaha menjadi
disiplin dan patuh pada undang-undang. Sebaliknya jika aparat tidak taat
asas dan koruptif maka perusahaan akan terus melanggar. Maka dalam hal
ini komitmen terhadap organisasi merupakan suatu aspek penting dalam
organisasi, ia dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas dan efisiensi
kerja (Rumondang, 2020).

c. Era teknologi industri 4.0 dan digitalisasi seharusnya mempermudah tugas
pengawasan. Selama ini masalah kurangnya jumlah tenaga pengawas di-
banding jumlah perusahaan seolah menjadi kelemahan pengawasan. Satu
pelanggaran seperti membayar upah lebih rendah dari upah minimum saja
tentunya adalah perbuatan tindak pidana. Dalam Pasal 185 ayat (1) UU
13/2003 (Pasal 81 angka 63 UU 11/2020) secara tegas telah mengatur sanksi
pidana bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan
upah minimum. Namun faktualnya apakah benar penegakan hukum tersebut
bisa dilaksanakan? Sanggupkah aparat penegak hukum menindak jutaan
pengusaha yang ada di Indonesia kalau dalam sistem pengupahannya tidak
sesuai dengan upah minimum? Harus bisa, dengan membangun pengawasan
berbasis digital. Pengusaha yang diminta memasukkan dokumen yang
menunjukkan bahwa upah dan hak-hak normatif lainnya telah dijalankan,
jika tidak maka imbasnya adalah pada layanan publik misalnya perizinan,
pendaftaran PP, dan atau PKB.

I1. Model Pengawasan Daring dan Luring

Penggunaan media internet dalam pengawasan yang telah diterapkan semasa
pandemi COVID-19 mewabah harusnya terus ditingkatkan agar tidak ada pengawasan
yang terhenti karena jumlah tenaga pengawas atau jarak perusahaan yang sulit
dijangkau. Pengawasan ketenagakerjaan Indonesia di masa pandemi COVID-19 tahun
2020 adalah penggunaan jaringan internet selama masa pandemi. Pengawasan ketena-
gakerjaan di Indonesia dapat dipertahankan dengan dua metode pengawasan ketenaga-
kerjaan, yakni: dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) serta campuran
keduanya (Kemnaker, n.d.).
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Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi dunia online dengan produksi industri
untuk peningkatan efisiensi nilai proses produksi ditandai dengan cyber-physical
dengan dunia virtual, berbentuk koneksi manusia, mesin, dan data, disebut Internet of
Things (1oT) [Rumondang, 2021]. Metode daring dalam pengawasan ketenagakerjaan
dapat dilakukan dalam mekanisme pengawasan ketenagakerjaan: perencanaan,
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Bahkan dalam perencanaan dan pelaporan, metode
daring perlu diterapkan secara lebih mendalam. Namun dalam kasus-kasus tertentu,
pengawasan ketenagakerjaan perlu tetap menggunakan metode luring. Contohnya,
dalam penanganan kasus terjadinya kecelakaan menimbulkan kematian, peledakan, atau
keracunan, pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan model luring. Tentu
saja, pemenuhan protokol K3 yang ketat bagi para pengawas ketenagakerjaan harus
diterapkan.

Dalam penggunaan metode daring ini, pengawas ketenagakerjaan melakukan
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan dengan menggunakan alat-alat
teknologi yang memungkinkan dilakukannya komunikasi dengan perusahaan serta
menangkap informasi yang ingin dikumpulkan sesuai dengan tujuan pengawasan
ketenagakerjaan. Pelaksanaan yang dimaksud dapat merupakan kegiatan pembinaan,
pemeriksaan maupun pengujian.

Dalam hal penggunaan alat teknologi, pengawas ketenagakerjaan dapat meng-
gunakan alat teknologi sesuai dengan tujuan pengawasan ketenagakerjaan. Bila hanya
untuk wawancara dan melihat kondisi tempat kerja, tentu penggunaan aplikasi pada
telepon genggam android yang dapat mengakses internet. Apabila ingin meminta kon-
firmasi dari sekelompok orang dari perusahaan mengenai penanganan kasus, pengawas
ketenagakerjaan dapat menggunakan aplikasi pertemuan yang dapat diunduh dari
telepon genggam android atau komputer. Pada kegiatan pembinaan, pengawas
ketenagakerjaan dapat menggunakan metode daring. Sementara, untuk kegiatan
pemeriksaan, pengawas ketenagakerjaan perlu mempersiapkan banyak hal jika akan
menggunakan metode pengawasan ketenagakerjaan daring, seperti daftar pertanyaan
yang diperlukan untuk penilaian perusahaan atau tempat kerja dalam memenuhi norma-
norma ketenagakerjaan.

Tabel 2
Perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Perencanaan Pengawasan Daring Luring Tindak Kete-
Ketenagakerjaan Ya | Tdk | Ya | Tdk | -lanjut rangan
1) @1 Q@ | @] 6 (6) @)

1) Mengindentifikasi objek
pengawasan ketenagakerjaan
berdasarkan potensi, masalah di
daerah masing-masing pengawas
ketenagakerjaan.

2) Membuat RK bulanan, memuat
nama perusahaan, waktu pemerik-
saan, dan alamat perusahaan serta
jenis kegiatan:
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Perencanaan Pengawasan Daring Luring Tindak Kete-
Ketenagakerjaan Ya | Tdk | Ya | Tdk | -lanjut rangan
(©) @] @ [ @] 6 (6) ()

e Pembinaan ketenagakerjaan;

o Pemeriksaan ketenagakerjaan;

e Pengujian norma dan K3;

o Penyidikan ketenagakerjaan.

3)

Membuat dan mengajukan Surat
Perintah Tugas (SPT) ke pimpinan
unit kerja pengawasan tempat
bekerja.

4)

Pengawas Ketenagakerjaan Umum
membuat RK 5 (lima) perusahaan
setiap bulan.

5)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis membuat RK 8 (delapan)
perusahaan setiap bulan.

6)

Membuat laporan ke unit kerja
pengawasan setiap tanggal 25 bulan
berikutnya.

7)

Unit Kerja Pengawasan
Ketenagakerjaan membuat laporan
ke Dirjen Dinwasnaker dan K3
setiap 5 bulan sekali.
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Tabel 3
Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Memenuhi  Tindak Lanjut Keterangan
Ketenagakerjaan Ya Tidak

1) menyiapkan alat elektronik yang tersambung
dengan jaringan internet, seperti telepon genggam,
laptop, kemputer, dll.

2

—

menylapkan materi dan formulir yang dapat

diakses secara daring. Unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan dapat mengembangkannya dengan
menggunakan aplikasi google form, monkey survey,
atau aplikasi lainnya.

3) mempersiapkan email masing-masing dari
pengawas ketenagakerjaan

4) mengetahul dan memahami cara kerja aplikasi
peryimpanan virtual seperti google drive

5) berkoordinasi dengan perusahaan sebelum
melakukan pemeriksaan melalui daring

6) dalam hal sebelum melakukan kegiatan secara
luring, pengawas ketenagakerjaan ke lapangan wajib
melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD)
berstandar tinggi yang disediakan oleh Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan;

7

Sesudah melakukan pembinaan secara luring,
pengawas ketenagakerjaan menjalankan uji
kesehatan (tes swab PCR atau Antigen) yang
disediakan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
untuk menandakan bahwa pengawas
ketenagakerjaan dalam keadaan sehat setelah
melakukan penugasan.

Simpulan

Pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia mutlak dan
niscaya keberadaannya, sebab negara hukum Indonesia bukan kata tanpa makna,
melainkan merupakan ujud tenggungjawab negara yang mentashihkan sebagai negara
hukum dan negara kesejahteraan modern. Saat ini dengan berkembangnya masyarakat
Industri dari Industri 4.0 ke Industri 5.0 maka pengawasan Ketenagakerjaan juga harus
adaptif dengan pemanfaatan teknologi digital. Bukan hanya industrinya saja namun juga
aktivitas negara yang mendukung kelancaran industri tersebut.

Secara teknologi digital pengawasan Ketenagakerjaan telah dimulai dengan
media internet dengan cara daring, maka seyogyanya jenis pengawasan ini dapat terus
dilanjutkan dan harus ditingkatkan agar tidak menjadi halangan tentang jumlah
pengawas yang tidak proporsional dengan jumlah perusahaan, atau jauhnya jarak
perusahaan dari UPT Pengawas didaerah.
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